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KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR t2O / HK.O6.4 -Kpt I t3 t2 I KPU -Kab / tx / 2o2O

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN

KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II
huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
337/HK.O6.2-Kptlo1/KPUlVlll2O2O tentarlg
Pedoman Teknis Penaaganaa Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta
Integritas PPK, PPS dan KPPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim pemeriksa
Pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode perilaku,
Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas ppK, pps
dan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasamaa Barat Tahun 2020;

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentarg
Penetapan Peraturan Pemerintal Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ols
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti
Undaag-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor l Tahun 2Ol4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Mengingat
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2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wati Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
61s);

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun
2Ot3 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor
160s);

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2O);

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlWalikota dan
Wakil kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 (covid-l9) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716);

7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-
Kpt/Ot /KPU /Yl /2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
337 / HK.O6 .2-Kpt I O I I KPU IVII I 2A2O tentang Pedoman
Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK,

PPS dan KPPS;

9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 82 /HK.O3.l-Kpt/ l3l2 /KPU-
Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Nomor ll2 /HK.O3. l-Kpt/ 1312 /KPU-Kab/X l2OL9
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2O2O;

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 153/HK-06.4-BA/ l3l2lKPU-Kab/lX /2O2O
tanggal 2l September 2O2O tentang Pembentukan Tim
Pemeriksa Pelanggaran Kode Btik, Kode Perilaku,
Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS dan
KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2020

Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik,
Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas
PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2O2O.

Menetapkan Angggota Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode
Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta
Integritas PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2O2O sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
sebagai berikut :

1. Ketua : Wanhar, S.Pd.I
2. Anggota : Misdarliah, S.Pd
3. Anggota : Alfi Syahrin, S.Pd
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KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ubbag Hukum

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tangga-l 17 September 2O2O

KETUA KOMISI PBMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

ttd

ZAIDT


